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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1
Audit Intern

2.1.1. 
Pengertian Audit 

Secara umum pengertian auditing yaitu pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi tersebut  dengan suatu kriteria, bertujuan untuk menilai apakah pelaksanan sudah selaras dengan apa yang telah digariskan, maka dapat disimpulkan bahwa suatu audit merupakan suatu proses membandingkan antara kenyataan dengan yang seharusnya. Untuk lebih jelas tentang pengertian audit.

Berikut pengertian audit menurut Arens and Loebbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf dalam bukunya “Auditing” sebagai berikut:
“Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. 

(2003;12)

Pernyataan tersebut menjelaskan audit sebagai suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan pada tingkat kesesuaian dan kriteria tertentu, yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan tentang beberapa karakteristik dari audit :

1. Auditor memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya untuk menjaga kepercayaan yang diberikan dalam bentuk pelaporan informasi yang jelas akan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Adanya bukti audit (evidence) yang merupakan informasi atau keterangan yang digunakan oleh seorang auditor untuk menilai tingkat kesesuaian informasi.

3. Laporan sesuai dengan prosedur dan otorisasi.
4. Adanya tingkat kesesuaian dokumen dan laporan.
5. Melakukan pengendalian secara fisik terhadap suatu laporan  kekayaan.
6. Adanya pelaporan dan mengkomunikasikan hasil audit kepada yang berkepentingan.

Sedangkan Audit menurut Mulyadi bukunya “Auditing “ menyebutkan bahwa:

“Auditing adalah pemeriksaan (examination) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dan semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.” 





                                            (2002;11)  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mngenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

2.1.2 
Pengertian Audit Intern

Menurut (SA) Seksi 322 Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Laporan Keuangan yang dikutip oleh Mulyadi bukunya “Auditing “ menyebutkan bahwa :

“Audit intern memberikan panduan bagi auditor independen dalam mempertimbangkan pekerjaan auditor intern dan dalam menggunakan pekerjaan auditor intern untuk membantu pelaksanaan audit atas laporan  keuangan klien.” 
      (2002:210)


Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan audit intern adalah merupakan fungsi penilaian independen yang memberikan jasanya bagi organisasi dengan cara   mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi tersebut.

2.1.3
Fungsi Audit Intern


Fungsi audit intern hanya terdapat dalam perusahaan yang relatif besar. Dalam perusahaan ini, pimpinan perusahaan membentuk banyak departemen, bagian seksi atau satuan organisasi yang lain dan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada kepala-kepala unit organisasi tersebut. Pendelegasian wewenang kepada sejumlah unit organisasi inilah yang mendorong perlunya dibentuk fungsi audit intern. 

Menurut (SA) Seksi 322 Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Laporan Keuangan yang dikutip oleh Mulyadi bukunya “Auditing “ menyebutkan bahwa:

“Tugas fungsi audit intern adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dan merupakan bentuk pengendalian untuk mengukur dan menilai efektifitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain.”


      







      (2002:211)


Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan fungsi audit intern merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, audit intern menyediakan jasa tersebut. Audit intern  berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahan, sehingga tidak terbatas pada audit atas catatan-catatan akuntansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor intern melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut :

1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektifitas pengendalian intern dan mendorong penggunaaan pengendalian intern yang efektif dengan biaya yang minimum.

2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi.

3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian.

4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh beberapa bagian dalam perusahaan.

5. Memberikan rekomendasi perbaiksan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan.

2.1.4 Unsur-Unsur Audit Intern

Menurut Hiro Tugiman dalam bukunya “Standar Profesional Pemeriksaan Intern“  Tiga kata kunci dalam audit internal, yaitu :

1. Memastikan atau memverifikasi (Verification)
2. Menilai atau mengevaluasi (Evaluation)
3. Merekomendasi (Compliance).”



       (2001;17)
Maksud dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memastikan atau memverifikasi (Verification)
Merupakan suaatu aktifitas penilaian dan pemerikasaan atas kebenaran data dan informasi yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi sehingga dapat dihasilkan laporan akuntansi yang akurat yaitu cepat dan dapat dipercaya. Catatan yang telah diverifikasi dapat ditentukan oleh audit intern tertentu apakah terdapat kekurangan dan kelemahan dalam prosedur pencatatan untuk diajukan saran-saran perbaikan.

2. Menilai atau mengevaluasi (Evaluation)
Merupakan aktifitas penilaian secara menyeluruh atas pengendalian akuntansi keuangan dari kegiatan menyeluruh berdasarkan kriteria yang sesuai. Hal ini merupakan suatu cara untuk memperoleh kesimpulan yang menyeluruh dari kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan.

3. Merekomendasi (Compliance)
Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan ketaatan pelaksanaan dan prosedur operasi, prosedur akuntansi, kebijakan dan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan (tindakan korektif kepada manajemen).


Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur audit intern, yang memastikan atau memverifikasi (verification), menilai atau mengevaluasi (Evaluation) dan merekomendasi (Compliance).
2.1.5 
Tujuan dan Ruang Lingkup Audit intern


Audit intern bertujuan untuk membantu anggota organisasi dan bentuk pertanggung jawaban yang efektif, dalam hal ini audit intern memberikan ketentuan berupa aktifitas perencanaan, audit dan evaluasi informasi, mengkomunikasikan hasil aktifitas yang telah disertai tindak lanjut.


Secara umum tujuan audit intern adalah membantu manajemen menjalankan tugasnya, yaitu dengan menyediakan informasi tentang kelayakan serta keefektifan dari pengendalian intern perusahaan dan kualitas pelaksanaan aktifitas perusahaan. Dengan demikian, audit intern akan melakukan analisis, penilaian dan mengajukan saran.


Menurut  Hiro Tugiman dalam bukunya “Standar Profesional Pemeriksaan Interen” tujuan dari audit intern adalah sebagai berikut :

“Membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, audit intern akan melakukan analisis penilaian dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan, pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.”



        (2001;11)
Sedangkan mengenai ruang lingkup audit intern menurut The Institute of Internal Auditor (IIA) yang dikutip oleh Boynton, et al adalah sebagai berikut :

“The scope of audit internal should encompass the examination and evaluation of adequacy and effectiveness the organization’s system of internal control and the quality of performance in carrying out assigned resposibilities: (1)Reliability and integrity of information; (2) Complience with Policies, plans, procedures, laws, regaluations and contracts; (3) safeguarding of assets; (4) Economical and efficient uses of resources; (5) Accomplishment of established objectives and goals for operations or prgorams.”


                              (2001;983)

Pengertian tersebut menyatakan bahwa ruang lingkup audit intern harus meliputi pengujian dan pengevaluasian terhadap efektifitas sistem pengendalian intern perusahaan dan kualitas kerja dengan tanggung jawab anggota organisasi, yang mencakup :

a) Keandalan dan integritas informasi.
b) Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan serta kontrak.
c) Perlindungan terhadap harta benda.
d) Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien.
e) Pencapaian tujuan dan sasaran  perusahaan.
2.1.6 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Intern

Mengenai wewenang dan tanggungjawab audit intern, Konsersium Organisasi Profesi Audit Intern Dalam bukunya Standar Profesi Audit Internal menyatakan bahwa :

“Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit intern harus dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.”


                                                                                
          (2004;8)

Pernyatan tersebut dimaksudkan agar tujuan, kewenangan dan tanggung jawab audit intern harus dinyatakan dalam dokumen tertulis secara formal.

Dinyatakan secara lebih terperinci oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengenai tanggung jawab Audit Intern dalam Standar Profesional Akuntan Publik  yaitu sebagai berikut :

“Audit Intern bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan informasi lain kepada manajemen entitas dan Dewan Komisaris, atau pihak lain yang setara dengan wewenang dan tanggung jawabnya tersebut, auditor intern mempertahankan objektifitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.


    (SPAP 2000;322.1)

Secara garis besar tanggung jawab seorang auditor intern di dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atau kelemahan-kelemahan yang ditemukannya.

2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan audit dan tujuan organisasi atau perusahaan.

2.1.7 Program Audit Intern


Program audit intern adalah tindakan atau langkah kerja yang terperinci yang akan dilaksanakan dalam audit berdasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada atas obyek yang diperiksa.

Bentuk program audit yang sistematis dan terarah sangat diperlukan untuk aktivitas mencakup perencanaan untuk tindakan dan prosedur tertentu yang akan diikuti dan menggambarkan tahap-tahap yang akan diselengarakan untuk mencapai tujuan audit yang obyektif.

Pengertian program audit menurut Moeller dan Witt dalam bukunya “Auditing”  menyatakan program audit intern sebagai berikut:

“The audit program is a tool for planing, directing, and controlling audit work an A blue print for action, specifying the procedures to be followed and delineating steps to be performend to meet audit objektive.”

  (2001;10-20)

Pengertian tersebut, merupakan alat untuk perencanaan, pengarahan-pengarahan, dan pengendalian pekerjaan audit dan merupakan pedoman untuk tindakan, mengurutkan prosedur-prosedur yang akan dilaksanakan dan menggambarkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan audit.

Menurut Arens and Loebbecke diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf dalam bukunya “Auditing” menyatakan  program audit intern Sbb:
“The audit program always includes a list of the audit procedures, it ussually also the simple size, items to select and the timming of the test.”         

      (2003;338)


Dari kutipan tersebut dapat diartikan bahwa dalam program audit selalu berisi daftar dari prosedur audit, biasanya juga menyatakan ukuran, sampel, pos-pos khusus yang dipilih dan saat pelaksanaan.

Dalam merencanakan penugasan,  auditor intern harus mempertimbangkan sasaran penugasan, alokasi sumber daya penugasan, serta program kerja penugasan.

Tujuan yang ingin dicapai dari adanya program audit, antara lain :

1. Memberikan bimbingan prosedural untuk melaksanakan pemeriksaan.

2. Memberikan checklist pada saat pemeriksaan berlangsung, tahap demi tahap sehingga tidak ada yang terlewatkan.

3. Merevisi program audit sebelumnya, jika ada perubahan standar dan prosedur yang digunakan.

Keunggulan program audit antara lain :

1) Meratanya pembagian kerja diantara auditor

2) Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu

3) Program audit memilih tujuan yang penting saja

4) Program audit yang telah digunakan dapat menjadi pedoman untuk tahun berikutnya

5) Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerja

6) Program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi telah dijalankan

7) Penanggung jawab pelaksanaan audit jelas.

Kelemahan program audit antara lain :

1) Tanggung jawab audit pelaksana terbatas pada program audit saja.

2) Sering menimbulkan hambatan untuk berfikiran kreatif dan membanguan.

3) Kegiatan audit menjadi monoton.

2.1.8 Kompetensi dan Objektivitas Audit Intern

Menurut (SA) Seksi 322 Pertimbangan Auditor  atas Fungsi Audit Intern dalam Audit atas Laporan Keuangan yang dikutip oleh Mulyadi bukunya “Auditing“ menyebutkan bahwa :

“Dalam menetapkan kompetensi  dan objektivitas audit intern, auditor independen biasanya biasanya mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari pengalaman dari audit sebelumnya dengan fungsi audit intern, dari diskusi dengan manajemen, dan dari review mutu yang terakhir dilaksanakan oleh pihak external, jika hal ini dilaksanakan, atas aktivitas fungsi audit intern. “



      (2002:212)
Auditor dapat pula menggunakan standar profesional auditing intern sebagai kriteria untuk melakukan penilaian atas kompetensi dan objektivitas auditor intern. Jika auditor independen menentukan bahwa auditor intern cukup kompeten dan objektif, auditor independen kemudian perlu mempertimbangkan bagaimana pekerjaan auditor intern berdampak terhadap audit atas laporan keuangan.

a. Kompetensi auditor intern. 


Pada waktu menentukkan kompetensi auditor intern, harus memperoleh dan memuktakhirkan informasi dari audit tahun sebelumnya mengenai faktor-faktor berikut ini :

1.   Tingkat pendidikan dan pengalaman profesional auditor intern.
2.  

Ijazah profesional dan pendidikan profesioanal berkelanjutan.
3. 

Kebijakan, program, dan prosedur audit.
4. 

Praktik yang bersangkutan dengan penugasan auditor intern.
5. 

Supervisi dan review terhadap aktivitas auditor intern.
6. 

Mutu dokumentasi dalam kertas kerja, laporan rekomendasi.
7. 

Penilaian atas kinerja auditor intern.
b. Objektivitas audit intern 



Pada waktu menilai objektivitas audit intern, audit intern harus memperoleh atau memuktakhirkan informasi dari tahun sebelumnya mengenai faktor-faktor sebelumnya :

1. 
Status organisasi  auditor intern yang bertanggung jawab atas fungsi audit intern yang meliputi :

a. Apakah audit intern melapor kepada pejabat yang memiliki status memadai untuk menjamin lingkup audit yang luas dan memiliki pertimbangan dan tindakan yang memadai atas temuan-temuan dan rekomendasi auditor intern.

b. Apakah auditor intern memiliki akses langsung dan melaporkan secara teratur kepada dewan komisaris, komite audit dan manajer pemilik.

c. Apakah dewan komisaris, komite audit, atau manajer pemilik melakukan pengawasan terhadap keputusan pengangkatan dan pemberhentian yang bersangkutan dengan audit intern. 

2. Kebijakan untuk mempertahankan obyektifitas auditor intern mengenai bidang yang diaudit termasuk :  

a. Kebijakan pelanggaran auditor intern melakukan aktivitas dan bidang yang diaudit, yang keluarganya bekerja pada posisi penting atau posisi yang sensitif terhadap audit.

b. Kebijakan pelanggaran auditor intern melakukan audit dibidang yang sama dengan bidang yang baru  saja diselesaikannya.

2.2 Efektifitas

Tercapainya tujuan manajemen tidak selamanya disertai dengan efisiensi yang maksimum. Dengan kata lain, manajemen yang tidak efektif tidak selalu perlu disertai dengan manajemen yang efisien. Tercapainya tujuan mungkin oleh efektifitasnya saja tetapi diukur pula efisiensi.

Pengertian efektifitas menurut Arens and Loebbecke dalam bukunya “Auditing” adalah :

“Effectiveness refers to accomplisment of objektive, where as efficiency refers to the resources used to achieve those objektives.”
      (2003;783)
Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektifitas  merupakaan perbandingan antara target atau sesuatu yang hendak dicapai dengan realisasinya atau sesuatu yang telah terjadi berdasarkan kenyataan yang ada.

Menurut Alexander dalam bukunya “Manajemen”  adalah :

“Efektifitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai untuk melakukan hal yang tepat” 

        (2001;65)

Pengertian dari definisi tersebut, bahwa efektifitas mempunyai kaitan dengan hasil dan pencapaian tujuan dan manfaat yang tersedia.

2.3 Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai, tanpa adanya pengendalian intern, tujuan perusahaan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisiensi. Semakin besar perusahaan, semakin penting pula arti dari pengendalian intern dalam perusahaan tersebut.

2.3.1 Pengertian Pengendalian Intern

Pengertian pengendalian intern menurut The Committee of sponsoring Organizations (COSO) yang dikutip oleh Boynton et al  dalam bukunya “Auditing” adalah sebagai berikut :

“Internal control is process, effected by entity’s board of directors, management, and other personal, designed to provide reasiovable assurance regarding the achirevement of objektives in the following categories : (1) Reability of financial reporting; (2) compliance of with applicable laws and regulations; (3) Effectiveness and efficiency of operations.”



     


      (2001;325)
Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh direktur, manajemen, dan anggota lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu : (1) keandalan laporan keuangan; (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan (3) efektifitas dan efesiensi operasi.

Menurut (SA) Seksi 319 yang dikutip oleh Mulyadi bukunya “Auditing“ mengemukakan bahwa :

“Pengendalian Intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan  komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: 1. Keandalan pelaporan keuangan 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 3. Efektifitas dan efisiensi operasi.” 
      




      (2002:180)

Dari pengertian pengendalian tersebut terdapat beberapa konsep dasar berikut :

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses. Pengendalian intern merupakan suatu proses pencapaian tujuan  tertentu. Pengendalian intern tersebut bukan merupakan suatu tujuan. Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas.

2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang, pengendalian intern  bukan hanya terdiri dari  pedoman kebijakan dan formulir namun dijalankan oleh dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup komisaris, manajemen, dan personel lain.

3. Pengendalian intern dapat di harapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dari pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

2.3.2 Unsur Pengendalian Intern

Menurut (SA) Seksi 319 Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Laporan Keuangan paragraf 07 yang dikutip oleh Mulyadi bukunya “Auditing“  menyebutkan bahwa :

“Lima unsur pokok pengendalian intern terdiri dari (1) Lingkungan Pengendalian, (2) penaksiran risiko, (3) informasi dan komunikasi, (4) aktivitas pengendalian,dan (5) pemantauan.”

      (2002:183)

Uraian dari kutipan tersebut sebagai berikut:

1. 
Lingkungan Pengendalian (Control Environment)


Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur.


Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas organisasi antara lain :

1. Nilai integritas dan etika.
2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Dewan komisaris dan komite audit.
4. Filosofi dan gaya operasi manajemen.
5. Struktur organisasi.
6. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab.
7. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia.

2. 
 Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko untuk tujuan   pelaporan keuangan   adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan   prinsip akuntan umum di Indonesia.


Penaksiran risiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran risiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan dan desain dan implementasi aktifitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi risiko tersebut pada tingkat minimum, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat.


Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap resiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti :

1. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan  prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal.

2. Perubahan standar akuntansi.

3. Hukum dan peraturan baru.

4. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi.

5. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi perubahan dan pelaporan 

3. 
Informasi dan Komunikasi 

Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi suatu entitas serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan utang entitas tersebut. Transaksi terdiri  dari pertukaran aktiva dan jasa antara entitas dengan luar pihak luar, dan transfer atau penggunaan aktiva dan jasa dalam  entitas. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berakaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah salah saji dalam asersi manajemen dilaporan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau atau terjadi adalah :

1. Sah.
2. Telah diotorisasi.

3. Telah dicatat.

4. Telah dinilai secara wajar.

5. Telah digolongkan secara wajar.

6. Telah dicatat dalam periode yang selanjutnya.

7. Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar.

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tenytang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan pertimbangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun, dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern.

4. 
Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang di perlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan yang diterapkan dalam berbagai tingkat macam tujuan dan ditetapkan dalam berbagai  tingkat dan fungsi organisasi. 

 
Sebagai tambahan terhadap lingkungan pengendalian (yang mencerminkan sikap dan tindakan penting terhadap pengendalian) dan informasi dan komunikasi (yang memproses transaksi dan menyelenggarakan pertanggungawaban kekayaan dan utang), suatu entitas memerlukan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan kedalam berbagai kelompok. Salah satu cara pengolongan adalah sebagai berikut :

(1) Pengendalian pengelolaan informasi 
Banyak perusahaan sekarang menggunakan komputer unutuk pengelolahan informasi umumnya dan terutama informasi akuntansi. Pengendalian informasi dibagi menjadi dua: pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

a. Pengendalian umum (General Control)

Unsur pengendalian umum meliputi : organisasi pusat  pengolahan data, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. 
b. Pengendalian Aplikasi (Application  Control)


Berbeda dengan pengendalian umum seperti yang telah diuraikan di atas, pengendalian aplikasi dirancang untuk memenuhi persyaratan pengendalian khusus setiap  aplikasi.


Pengendalian aplikasi mempunyai tujuan berikut ini :

1. Menjamin bahwa semua transaksi yang terjadi telah diotorisai telah diproses sekali saja secara lengkap.
2. Menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti.
3. Menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai dengan keadaan.
4. Menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan.
5. Menjamin bahwa aplikasi dapat terus menerus berfungsi.

Pengendalian aplikasi terhadap pengolahan transaksi tertentu dikelompokkan menjadi : (1) prosedur otorisasi yang memadai, (2) perancangan dan pengunaan dokumen dan catatan yang cukup, (3) pengecekan secara independen.

(1) Otorisasi memadai 
Prosedur organisasi yang memadai. Didalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, didalam organisasi harus dibuat  sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Dalam melaksanakan transaksi pembelian misalnya prosedur otorisasi diatur sebagai berikut :

a. Kepala fungsi gudang

Kepala fungsi ini berwenang memberikan otorisasi atau permintaan pembelian yang ditujukan kepada fungsi pembelian.
b. Kepala fungsi pembelian

Kepala fungsi ini berwenang memberikan 
otorisasi atas surat order pembelian yang diterbitkan oleh fungsi pembelian.

c. Kepala fungsi penerimaan 

Kepala fungsi ini berwenang memberikan otorisasi pada laporan 
penerimaan barang yang diterbitkan oleh fungsi penerimaan.

d. Kepala fungsi akuntansi

Kepala fungsi ini berwenang memberikan otorisasi pada bukti kas keluar 
yang dipakai sebagai dasar pencatatan terjadinya transaksi pembelian.


Dengan demikian, transaksi pembelian yang megubah utang, persediaan, atau biaya akan dicatat dan disajikan dengan ketelitian dan keandalan yang 
tinggi, karena didasarkan atas dokumen sumber (bukti kas keluar) dan dokumen pendukung (surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok) yang dihasilkan melalui prosedur otorisasi seperti yang telah diiuraikan di atas. Pengendalian akuntansi tersebut 
menjamin :

a. Barang dan jasa yang telah dibeli adalah yang diperlukan oleh perusahaan, yang dibuktikan dengan adanya surat order pembelian yang diotorisasi oleh kepala fungi pembelian.
b. Barang yang diterima adalah barang yang dipesan, yang dibuktikan dengan adanya surat order pembelian yang diotorisasi oleh kepala fungsi pembelian.
c. Utang yang dicatat adalah kewajiban perusahan atas barang atau jasa yang dibeli dan diterima oleh perusahaan, yang dibuktikan dengan bukti kas keluar yang dilampiri laporan penerimaan barang yang ditandatangani oleh kepala fungsi penerimaan barang, faktur dari pemasok dan surat order pembelian.
(2) Perancangan dan peggunaan dokumen dan catatan memadai 
Setiap transaksi didalam organisasi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu di dalam organisasi harus dibuat prosedur otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi didalam organisasi. Oleh karena itu, penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. 
(3) Pengecekan secara  indenpenden.


Pengecekan secara independen mencakup verifikasi terhadap :
(1) Pemisahan fungsi yang memadai.
(2) Prosedur otorisasi yang memadai.
(3) Perancangan penggunaan dokumen dan catatan yang cukup.
(4) Pengendalian atas fisik dan kekayaan dan catatan memerlukan penggecekan atau verifikasi intern secara terus menerus untuk memantau efektifitas pelaksanaannya. Karena pengendalian intern cenderung mengalami perubahan karena waktu yang berubah, maka diperlukan review secara terus menerus terhadap pelaksanaan suatu transaksi jika tidak ada orang lain yang mengamati dan menilai kinerja mereka.
Untuk menjamin bahwa setiap karyawan perusahaan melaksanakan aktivitas pengendalian yang telah ditetapkan, diperlukan pengecekan secara independen terhadap kinerja karyawan. Cara yang paling murah biayanya adalah dengan pemisahan fungsi otorisasi transaksi, fungsi penyimpanan dan fungsi-fungsi akuntansi. Pemisahan fungsi ini akan secara otomatis menciptakan verifikasi independen terhadap pelaksanaan masing-masing fungsi dalam pelaksanaan suatu transaksi.

Kunci penting yang dipelukan dalam pelaksanaan verifikasi intern ini adalah independensi karyawan yang melaksakan verifikasi tersebut. Jika seorang karyawan melaksanakan suatu tahap transaksi dan kinerjanya akan diverifikasi secara independen terhadap pelaksanaan masing-masing karyawan akan bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, karena masing-masing sadar bahwa pekerjaannya akan diverifikasi oleh karyawan lainnnya. Untuk menjamin independensi, verifikasi kinerja tidak boleh dilaksanakan oleh karyawan yang diverifikasi kinerjanya. 

Contoh pengecekan secara independen dan asersi yang berkaitan disajikan berikut ini :

a. Karyawan bagian penerimaan memverifikasi kesesuaian jenis, jumlah dan kualitas barang yang diterima dari pemasok dengan data barang  yang tercantum dalam copy order pembelian yang diterima dari bagian pembelian (asersi keberadaan dan keterjadian serta kelengkapan).
b. Supervisor penjualan mengecek harga per satuan barang yang tercantum dalam faktir penjualan yang dibuat oleh karyawan dengan harga resmi yang ditetapkan oleh perusahaan (asersi penilaian atau alokasi).
c. Kepala bagian keuangan memverifikasi jumlah yang tercantum dalam formulir cek yang dibuat oleh karyawan bagian utang dengan dokumen yang mendukung cek tersebut (bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya) sebelum ia menandatangani cek tersebut (asersi penilaian atau alokasi).

d. Kepala Bagian Akuntansi memverifikasi jumlah yang tercantum dalam bukti setor bank yang diterima dari kasir dengan printout computer yang berisi total kredit yang di posting ke buku pembantu piutang usaha (asersi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan penilaian dan alokasi).

(2) Pemisahan fungsi yang memadai 

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tugas kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tugas didasarkan pada pada prinsip-prinsip berikut :

a. Pemisahan fungsi penyimpanan aktiva dari fungsi akuntansi.

b. Pemisahan fungsi otorisasi transaksi dari fungsi penyimpanan aktiva yang  bersangkutan.

c. Pemisahaan fungsi otorisasi dari fungsi akuntansi.

Untuk melaksanakan transaksi pembelian dalam perusahaan misalnya, fungsi-fungsi yang dibentuk adalah fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi, yang masing-masing berfungsi sebagai berikut :

a. Fungsi gudang

Fungsi ini bertanggung jawab mengajukan permintaan pembelian dan menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan.

b. Fungsi Pembelian 

Fungsi ini melaksanakan pemesanan barang kepada pemasok, fungsi pembelian merupakan fungsi operasi.

c. Fungsi Penerimaan

Fungsi ini bertanggung jawab menerima atau menolak barang yang diterima dari pemasok. Fungsi penerimaan merupakan fungsi operasi.

d. Fungsi akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab mengarsipkan bukti kas keluar yang belum dibayar sebagai catatan utang yang ditimbul dari transaksi pembelian dan mencatat persediaan barang yang diterima dari transaksi pembelian di dalam kartu persediaan. 

(3)
Pengendalian  fisik atas kekayaan dan catatan

Cara yang paling baik dalam perlindungan kekayaan dan catatan adalah dengan menyediakan perlindungan secara fisik / sebagai contoh penggunaan gudang untuk menjaga persediaan akan melindungi persediaan dari kemungkinan kerusakan dan pencurian. 

(4) Review atas kinerja

Review atas kinerja mencakup review dan analisis yang dilakukan oleh manajemen atas :

a. Laporan yang meringkas rincian jumlah yang tercantum dalam buku pembantu, seperti daftar umum piutang usaha laporan penjualan menurut daerah  pemasaran, wiraniaga, produk, dan customer.
b. Kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan jumlah menurut anggaran, prakiraan, atau jumlah tahun yang lalu.

c. Hubungan antara serangkaian data, seperti data keuangan dengan data non keuangan (contoh, perbandingan antara bed occupancy rate suatu rumah sakit dengan data pendapatan dari rawat inap).  

5.   
Pemantauan 

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melaksanakan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang di harapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan. 

2.3.3  Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Arens and Loebbecke diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf dalam bukunya “Auditing” tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut :

“1. Realibilty of financial Reporting

2.  Effeciency and effectvencess of operations

3. Compliance with applicable laws and regulation.”        (2000;290-291)

Uraian dari ketiga tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Reability of  financial reporting (keandalan laporan keuangan)

Manajemen bertanggung jawab  dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditur dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

2. Efficiency and effectiveness of operation (operasi yang efektif adan efisien)

Pengendalian dalam suatu organisasi dimaksudkan unutk mendorong penggunaan sumber daya secra efektif dan efisien, untuk mengoptimalkan tujuan organisasi.

3. Compliance with applicable law and regulation (ketaatan pada  hukum dan peraturan yang berlaku)

Banyak hukum dan peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan. Beberapa diantaranya tidak berhubungan langsung dengan akuntansi, misalnya Undang-undang lingkungan hidup, sedangkan peraturan yang berhubungan langsung dengan akuntansi misalnya Undang-undang perpajakan.





Pengendalian intern Menurut, Mulyadi dalam bukunya “Auditing” menyatakan bahwa :



“Tujuan pengendalian intern  adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan:(1) keandalan informasi keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) efektifitas dan efesiensi operasi.” 
      (2002:180)


 Karena tidak semua tujuan pengendalian inten tersebut relevan dengan audit atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor dalam mematuhi standar pekerjaan lapangan kedua sebagaimana disajikan diatas, hanya dibatasi pada golongan tujuan pertama keandalan pelaporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi umum di Indonesia.

2.4 Persediaan




Persediaan merupakan aktiva perusahaan yang nilainya relatif besar dan  salah unsur yang penting dalam menjamin kontinuitas operasi  perusahaan. Selain itu persediaan dapat mempermudah dan memperlancar jalannya kegiatan normal pada suatu perusahaan yang dilakukan secara rutin untuk memproduksi barang yang selanjutnya ditimbulkan pada konsumen.




Adanya tujuan dari pengadaan  persediaan dalam suatu perusahaan adalah untuk menghindari risiko hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan akibat tidak dapat dipenuhinya keinginan langganan yang memerlukan atau meminta barang maupun jasa yang dihasilkan.

2.4.1 Pengertian Persediaan 

Persediaan Menurut, Warren Reeve Fess yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amangnugrahani dan Taufik Hendrawan dalam bukunya “Pengantar Akuntansi” menyatakan bahwa :

“Persediaan (inventory) adalah digunakan  untuk mengindikasi (1) barang yang disimpan untuk kemudian dijual kembali dalam operasi bisnis perusahaan, dan (2) bahan yang digunakan dalam proses produksi atau yang disimpan atau yang disimpan untuk tujuan itu.”


      





      (2005:452)

Sedangkan menurut Zaki Baridwan dalam bukunya “Intermediate Accounting” pengertian persedian sebagai berikut :

“Istilah persediaan barang yang dipakai untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual.”
    
      (2000:149)

Dari kedua pengertian diatas  dapat diambil suatu kesimpulan bahwa persediaan adalah sejumlah barang atau bahan yang dimiliki perusahaan  digunakan dalam proses produksi barang-barang yang akan dijual.

2.4.2 
Klasifikasi Persediaan


Persediaan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, tergantung jenis perusahaan. Menurut Al Haryono Jusuf dalam bukunya “Dasar-Dasar Akuntansi”, klasifikasi persediaan adalah sebagai berikut :

 “1. Perusahaan dagang, yaitu persediaan barang dagangan

2. Perusahaan Manufaktur, yaitu:

a. Persediaan bahan baku (Raw Material), adalah barang-barang yang dimiliki untuk dipergunakan dalam aktivitas proses produksi yang dimiliki untuk dipergunakan dalam aktivitas proses produksi yang merupakan bagian terbesar yang terkandung di dalam produk tersebut.

b. Persediaan barang dalam proses (Work in Process), merupakan barang-barang yang ada pada tanggal penyusunan neraca belum selesai dikerjakan dan perlu pengerjaan lebih lanjut.

c. Persediaan barang jadi (Finished Goods), yaitu merupakan produk yang di produksi dan menunggu untuk dijual.”
   

      (2001:100)

Berdasarkan uraian klasifikasi persediaan diatas dapat disimpulkan perusahaan terdiri dari dua macam yaitu perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Persediaaan untuk perusahaan dagang yaitu persediaan barang dagangan sedangkan klasifikasi persediaan untuk prusahaan manufaktur terdiri dari persediaan bahan baku (Raw Material),  persediaan barang dalam proses (Work In Process) dan persediaan barang jadi (Finished Goods).

2.4.3 
Tujuan dan Fungsi Persediaan




Dalam  perusahaan    baik itu perusahaan manufaktur  maupun perusahaan dagang   memiliki   persediaan, tujuan dan fungsi    persediaan      itu     sendiri 

menurut Freddy Rangkuti dalam bukunya “Manajemen Persediaan Aplikasi di Bidang Bisnis” adalah seperti diiuraikan dibawah ini : 
"1. Base Stock/Lot Size Inventory, persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan saat ini.
2. Fluctuation Stock, persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang dapat diramalkan.
3. Anticipation Stock, persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yag diramalkan, berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam suatu tahun dan untuk meghadapi penggunaan atau penjualan atau permintaan yang meningkat.”




      


          



         






          (2002:7)



Tujuan persediaan seperti diuraikan diatas adalah karena dengan adanya persediaan, perusahaan dapat melakukan efisiensi produksi dan penghematan biaya angkut karena dengan adanya persediaan untuk mengadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan atau tidak beraturan serta untuk mengatasi jumlah pesanan yang telah diramalkan sebelumnya.

   

Dari uraian di atas persediaan yaitu untuk menghindari keterlambatan barang, hilangnya barang dan dengan adanya persediaan, operasional perusahaan dapat terus berjalan sehingga pelayanan terus berjalan sehingga pelayanan terhadap konsumen dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan menurut Freddy Rangkuti dalam buku “Manajemen Persediaan Aplikasi di Bidang Bisnis”, Fungsi utama persediaan yaitu :

“1.
 Fungsi Decoupling
Adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permitaan langganan tanpa tergantung pada Supplier. Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak akan  sepenuhnya tergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas dalam waktu  pengiriman  

2. Fungsi Economic Lot Sizing

Persediaan lot size ini perlu mempertimbangkan penghematan-penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar, dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar, dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan (biaya sewa gudang, investasi, risiko, dan sebagainya).

3. Fungsi Antisipasi

Apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman (Seasional inventories).”









        (2002:15)




Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan fungsi persediaan utama terdiri dari  fungsi decoupling yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi langganan tanpa tergantung pada supplier, fungsi Economic Lot Sizing  perlunya perusahaan melakukan pertimbangan penghematan atau potongan pembelian dan sebagainya. Dan untuk menghadapi permintaan musiman berdasarkan perkiraan pengalaman atau data-data masa lau perusahaan mengunakan fungsi antisipasi.

2.4.4 Sifat Persediaan




Dalam pembahasan di uraikan sifat persediaan, menurut Sukrisno Agoes dalam bukunya “Auditing” sifat persediaan adalah :
"1. Biasanya merupakan aktiva lancar (current assets), karena masa perputarannya biasanya kurang atau sama dengan satu tahun.

2. Merupakan jumlah besar, terutama dalam perusahaan dagang dan  industri.

3. Mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca dan perhitungan rugi laba, karena kesalahan dalam menentukan persediaan  dalam akhir periode akan mengakibatkan kesalahan dalam jumlah aktiva lancar  dan total aktiva, harga pokok penjualan, laba kotor dan laba bersih, taksiran pajak penghasilan, pembagian deviden dan rugi laba ditahan, kesalahan tersebut akan terbawa ke laporan keuangan berikutnya.”




      
      (2002:189) 


Dari ketiga uraian sifat persediaan diatas dapat disimpulkan persediaan merupakan aktiva lancar dalam jumlah yang besar, baik pada perusahaan dagang maupun industri dan mempuyai pengaruh yang besar terhadap neraca  dan perhitungan rugi laba.

2.4.5 Penilaian dan Pencatatan Persediaan 




Metode penilaian persediaan yang digunakan perusahaan hendaknya metode yang paling menguntungkan baik dari segi perhitungan laba yang wajar dari perhitungan laba yang wajar dari periode yang bersangkutan, maupun dari segi kewajiban membayar pajak pada periode tersebut.

Metode penilaian persediaan menurut, Warren Reeve Fess yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amangnugrahani dan Taufik Hendrawan dalam bukunya “Pengantar Akuntansi” menyatakan bahwa :

“1. 
FIFO 

2. 
LIFO

3. AVERAGE.”





      (2005:460)


Dari uraian diatas akan di jelaskan metode perhitungan persediaan sebagai berikut 

1.  
Metode Fist-In First-Out (FIFO)



Cara ini didasarkan atas asumsi bahwa harga barang yang terjual dinilai menurut harga pembelian barang yang terdahulu masuk dengan  demikian persediaan akhir dinilai menurut harga pembelian barang yang terakhir masuk.

2. 
Metode Last-In, First-Out (LIFO)



Cara ini didasarkan atas asumsi bahwa harga barang yang terjual dinilai menurut harga penbelian barang yang terakhir masuk dengan demikian persediaan akhir dinilai menurut harga pembelian barang yang terdahulu.

3. 
Metode Biaya Rata-rata (AVERAGE)




Cara ini berbeda dengan cara yang telah  dijelaskan sebelumnya karena didasarkan atas harga rata-rata dimana harga tersebut  dipengaruhi oleh jumlah barang yang diperoleh oleh masing-masing harganya. Dengan demikian persediaan akhir dinilai dengan berdasarkan harga rata-rata.




Selama itu untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya dari nilai persediaan yang ada, kepentingan lain dari metode penilaian persediaan ini juga membandingkan antara revenue dengan cost dari persediaan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang tepat dari laba perusahaan dan untuk memperoleh jaminan bahwa laba tersebut merupakan pendapatan yang sebenarnya dari periode yang bersangkutan.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan dua cara : 

1. Perpetual System

Pada tahun ini diharuskan adanya pencatatan atas transaksi secara terus menerus dengan baik untuk setiap jenis perusahaan, karena setiap transaksi yang menyangkut persediaan harus dibukukan tepat pada waktunya. Dengan sistem ini maka informasi akan jumlah persediaan akan dapat diketahui melalui catatan yang ada.

Pembelian
:
Dr
Persediaan
xx



Cr  
Utang/Kas
xx

Penjualan
:
Dr
Piutang/Kas
xx





Cr
Penjualan
xx

2. Periodic System

Pada sistem ini dibuat catatan-catatan mengenai transaksi perusahaan berdasarkan saat terjadinya transaksi. Jumlah persediaan yang ada dapat ditentukan dengan cara perhitungan, pengukuran atau pertimbangan atas barang-barang atau pertimbangan atas barang-barang persediaan setiap akhir persediaan setiap pada akhir periode.

Pembelian
:
Dr
Pembelian
xx





Cr  
Utang/Kas
xx

Penjualan
:
Dr
Piutang/Kas
xx





Cr
Penjualan
xx

2.5 Pengendalian Intern Persediaan 


Perusahaan mempunyai persediaan yang di pakai dalam proses pelaksanaan  kegiatan operasi perusahaan dan pentingnya perlindungan terhadap persediaan. 

Menurut Arens and Loebbecke dalam bukunya “Auditing” yang di terjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf :

“Pengendalian intern pada persediaan yang memadai bertujuan untuk mengamankan persediaan dan catatan persediaan adalah penggunaan tindakan pencegahan secara fisik.”
           
     ( 2003:268)



Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan pentingnya pengendalian intern persediaan yang memadai dilakukan melalui pencegahan secara fisik bertujuan untuk  mangamankan persediaan dan catatan persediaan.

2.6 
Peranan Audit Intern Dalam Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Intern Persediaan 



Audit intern melalui aktifitas pemantauan berkaitan dengan penilaian efektifitas dan operasi pengendalian intern secara periodik dan terus menerus dilakukan oleh manajemen untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan  tujuan organisasi tersebut. 

Menurut Arens and Loebbecke dalam bukunya “Auditing” yang di terjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf :

“Audit intern yang diterapkan melalui pengendalian intern terhadap persediaan yang memadai bertujuan untuk melindungi persediaan, mengamankan aktiva dan catatan adalah pencegahan secara fisik yang dapat meningkatkan efektifitas pengendalian intern persediaan”.                                                                                (2003:268)




Berdasarkan pengertian diatas peranan audit dalam meningkatkan efektifitas pengendalian intern persediaan adalah apabila audit intern dilakukan melalui pengendalian intern persediaan dengan melakukan  pencegahan secara fisik yang memadai maka dapat meningkatkan efektifitas pengendalian intern persediaan dan aktiva akan terlindungi.
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